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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat 

merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Alasan Pembolehan pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang 

Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko yaitu ada tiga 

determinasi utama, yakni faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan 

pertimbangan reputasi keluarga. Pertama, dimensi ekonomi yang 

memainkan peran krusial di mana keluarga dengan keterbatasan 

finansial memandang pernikahan sebagai strategi jalan keluar untuk 

mengurangi beban ekonomi rumah tangga, dengan harapan pasangan 

yang sudah menikah tersebut dapat mencapai kemandirian ekonomi 

pasca pernikahan. Kedua, faktor pendidikan bermanifestasi dalam 

bentuk literasi yang terbatas mengenai implikasi negatif terhadap 

pernikahan di bawah umur, yang sekaligus merefleksikan akses 

pendidikan yang tidak optimal akibat kendala ekonomi keluarga 

dalam membiayai kelanjutan pendidikan anak. Ketika, pertimbangan 

sosial-kultural terkait menjaga martabat keluarga mendorong orang 

tua untuk sebagai upaya preventif terhadap potensi zina yang dapat 

mencemari nama baik keluarga dan komunitas adat. 

2. Akibat pernikahan di bawah umur terhadap masyarakat di Desa 

Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko. 

Praktik pernikahan di bawah umur di Desa Lubuk Talang 

menghasilkan konsekuensi yang bersifat multidimensi, mencakup 

aspek hukum, adat, ekonomi, dan pendidikan. Dari perspektif hukum 

administrasi, pernikahan tersebut umumnya tidak tercatat secara 

resmi dan hanya dilaksanakan akad siri atau pernikahan bawah 

tangan, sehingga tidak memiliki legitimasi dalam sistem administrasi 

Negara. Dalam dimensi adat, perempuan yang menikah di bawah 

umur dikenakan sanksi adat berupa denda finansial sebesar 



 

 

Rp1.250.000 dan satu ekor kambing sebagai konsekuensi atas 

pelanggaran terhadap norma adat setempat. Sementara itu, pihak laki-

laki diwajibkan untuk masuk ke dalam sistem kekerabatan (kaum) di 

Desa Lubuk Talang dengan membayar uang masuk kaum sebesar 

Rp1.250.000 dan menyerahkan satu ekor kambing kepada lembaga 

adat. Dari aspek ekonomi dan pendidikan, pernikahan di bawah umur 

berpotensi memperburuk kondisi ekonomi keluarga akibat 

ketidaksiapan pasangan muda dalam mengelola rumah tangga dan 

mencari nafkah secara mandiri. Selain itu, keberlanjutan pendidikan 

anak yang telah menikah menjadi terhambat karena mereka harus 

memikul tanggung jawab domestik yang lebih kompleks dalam 

mengurus keluarga. 

3. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pernikahan di bawah umur 

di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten 

Mukomuko. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan di 

bawah umur tanpa kesiapan yang memadai dinilai tidak ideal 

meskipun secara formalitas akad dapat dianggap sah. Evaluasi dalam 

fikih munakahat tidak semata-mata berorientasi pada validitas akad 

nikah, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan 

(maslahat), tingkat kesiapan calon pasangan, dan perlingdungan 

terhadap maqasid al-nikah (tujuan-tujuan luhur pernikahan).  Oleh 

karena itu, pernikahan di bawah umur seharusnya dihindari apabila 

berpotensi menimbulkan mudarat (kerugian) yang lebih besar 

daripada manfaatnya. Dalam konteks spesifik masyarkat Desa Lubuk 

Talang, strategi preventif melalui penguatan pendidikan keluarga, 

peningkatan pemahaman keagamaan, serta optimalisasi peranan 

pucuk adat sebagai figure otoritas tradisional menjadi instrumen 

krusial untuk merealisasikan tujuan pernikahan dalam islam secara 

sehat dan bermartabat.  

5.2. Saran 



 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merokomendasikan 

Pucuk Adat Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten 

Mukomuko, meningkatkan pemahaman komprehensif terhadap regulasi 

pembatasan usia pernikahan yang berlaku dalam sistem hukum nasional 

Indonesia. Pucuk adat diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan 

sosial dengan memberikan edukasi kritis kepada masyarakat mengenai 

resiko dan implikasi negatif pernikahan di bawah umur, yang secara empiris 

lebih banyak mendatangkan dampak merugikan daripada manfaat bagi 

individu, keluarga, dan komunitas adat. 
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